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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Persoalan kekuasaan memiliki kaitan erat dengan Hukum Administrasi 

Negara. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu tentang penguasa dan 

pelaksanaan kewenangan penguasa diatur di dalamnya. Sama halnya dengan 

Hukum Tata Negara yang mengatur struktur penguasa, Hukum Administrasi 

Negara mengatur tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan penguasa 

(administrative law deal with one aspect of the problem of power).1 Hukum 

Administrasi Negara muncul sebagai instrumen guna mengawasi penggunaan 

kekuasaan pemerintah dalam suatu negara, yang mana negara sendiri 

merupakan suatu organisasi kekuasaan (machtenorganisatie). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Hukum Administrasi Negara 

disebabkan adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan 

dalam suatu negara hukum yang menghendaki tugas kenegaraan, pemerintahan, 

dan kemasyarakatan berdasarkan hukum yang berlaku.2 

  Menurut Immanuel Kant terdapat 4 unsur pokok yang wajib ada dalam 

suatu negara hukum menurut sistem Eropa Kontinental, yaitu: 

 
 1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet. XV. Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 23. 
 2 Ibid., hlm. 24.  
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a. Adanya perlindungan hak asasi manusia. 

b. Terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. 

c. Berpegang pada asas legalitas di mana segala tindakan negara 

harus berdasarkan undang – undang. 

d. Memiliki Peradilan Administrasi atau dan Peradilan Tata Usaha 

Negara guna penyelesaian sengketa.3 

  Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu wujud sistem 

kenegaraan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (rechtstaat), 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan 

sarana perlindungan warga negara yang merasa dirugikan hak - haknya atas 

tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik.4  

  Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, 

pemerintah atau administrasi negara adalah organ negara yang memiliki 

 
 3 Syaiful Bakhri, Ilmu Negara dalam Pengumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum, Cet.I, 

Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 97-98. 

 4 Muhammad Nasir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Djambatan, 2003, 
hlm. 3. 
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kedudukan istimewa, dapat melakukan tindakan sebagai instrumen yang 

menghubungkannya dengan kehidupan bersama anggota masyarakat.5 

  Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Tindakan Administrasi 

Pemerintahan sebagai berikut: 

 “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut 

Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara 

negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan 

konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”6  

  Sebagai subjek hukum (dragger van de rechten)/pendukung hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya 

melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata 

adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevannya dengan hukum dan oleh 

karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan 

hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang berupa: 

1. Perubahan atas hak, kewajiban, atau kewenangan; 

 
 5 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, 

Bandung: PT Alumni, 2004, hlm. 61. 
 6 Pasal 1 angka 8Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601). 
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2. Perubahan atas kedudukan hukum yang tertuju terhadap subjek dan/atau 

objek hukumnya; 

3. Terdapat penetepan terhadap hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun 

status tertentu. 

Apabila dalam praktiknya terdapat persoalan ketidakadilan dalam tindakan 

pemerintahan, maka warga negara dapat menempuh penyelesaian secara 

hukum, berupa peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau 

kelembagaan administrasi, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, atau 

Ombudsman Republik Indonesia.7 

  Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 

Negara merumuskan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi 

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, 

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata.”8  

 
 7 Tedi Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah, Jakarta: Sinar Grafika, 
2020, hlm. 9. 
 8 Pasal 1 angka 9Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5079). 
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  Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan 

final adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak 

abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. 

2. Bersifat individual, artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi 

tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. 

3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan 

akibat hukum.9 

Melalui Rumusan Pasal ini, suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk 

yang diterbitkan oleh badan/pejabat TUN berdasarkan wewenang yang ada 

padanya (attribute) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah 

(delegate).10 

  Dalam dinamika hukum yang berkembang, sahnya Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas 

makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam kaitan ini, pengetian 

KTUN menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 

Keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai:  

 
 9 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 
28. 
 10 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta: Salemba 
Humanika, 2013, hlm. 27. 
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“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan 

Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah 

ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”11 

  Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria Keputusan 

Tata Usaha Negara sebagai berikut: 

 “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: 

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;  

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di 

lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara 

negara lainnya;  

c.  Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;  

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;  

 

 11 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 
. 
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e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; 

dan/atau  

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”12 

  Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan, Administrasi pemerintahan tidak dimaknai hanya 

sebatas keputusan seperti halnya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 

Negara, namun termasuk juga tindakan faktual pejabat pemerintahan yang 

dapat dimaknai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menyetarakan 

istilah keputusan dengan tindakan.13 Gugatan ganti rugi atas perbuatan 

melawan hukum oleh pemerintah yang sebelumnya merupakan kewenangan 

Pengadilan Umum, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara 

sebagai tindakan materil atau faktual pemerintah.14  

  Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjelaskan masalah yang 

dihadapi terkait timbulnya penafsiran menyangkut perubahan ruang lingkup 

kompetensi absolut, dimana sebagian pihak berpendapat bahwa kini hakim 

perdata tidak berwenang lagi mengadili perbuatan melawan hukum oleh 

 
  
 12 Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 
 13 Ridwan, dkk, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Undang-Undang Administrasi Negara,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 issue 2, 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mei 2018, hlm. 346. 
 14 Mexsasai Indra, dkk, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021, hlm. 
168. 
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pemerintah, karena telah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. 

Namun pihak lain menilai bahwa kehadiran Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan hakim perdata 

mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, dengan argumentasi 

pengertian tindakan faktual dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 

hanya merupakan spesies dari genus perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah.”15 

  Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan judul pada 

skripsi yaitu: “Implikasi Pengaturan Tindakan Faktual Pejabat 

Pemerintahan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara“ 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas 

dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Bagaimana implikasi pengaturan tindakan faktual pejabat 

pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara terhadap 

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara? 

 
 15 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/2134-focus-group-
discussion-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-dalam-mengadili-perbuatan-melawan-hukum-
pemerintah-ood.html. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 22.00 WIB. 
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2. Bagaimana implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai 

keputusan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan? 

C. Tujuan Penelitian 

  Dengan berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis implikasi pengaturan tindakan faktual pejabat 

pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara terhadap 

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

2. Untuk menganalisis implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai 

keputusan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi 

pemikiran khususnya dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang 

berkenaan dengan pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintah sebagai 

keputusan tata usaha negara agar dapat menjadi referensi bahan hukum atau 

bahan bacaan untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan 

pengembangan ilmu hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan 

dan menjadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran kepada pemerintahan 

maupun masyarakat mengenai implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai 

keputusan tata usaha negara terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara maupun 

pejabat pemerintahan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai implikasi tindakan faktual pejabat 

pemerintahan sebagai keputusan tata usaha negara menyangkut kepentingan 

masyarakat yang merasa dilanggar haknya. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

  Negara hukum memiliki banyak istilah, diantaranya “rechtstaat” dan 

“rule of law”. Kedua terminologi tersebut dilatarbelakangi oleh sistem hukum 

berbeda. Rechtsstaat merupakan pemikiran yang menentang absolutism, 

bersifat revolusioner berlandaskan Sistem Hukum Kontinental yang disebut 

Civil Law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, 

berlandaskan sistem hukum Common Law. Perbedaan tersebut bukan masalah, 
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karena keduanya memiliki satu sasaran yakni perlindungan atas Hak Asasi 

Manusia.16 

  Indonesia menerapkan konsep rechtstaat berlandaskan Civil Law 

dengan ciri karakteristik administratif sebagai berikut:17 

a. Adanya konstitusi atau undang – undang dasar mengenai hubungan 

antara penguasa dengan rakyat. 

b. Pembagian kekuasaan yang jelas di dalamnya. 

c. Terdapat perlindungan dan pengakuan terhadap hak kebebasan rakyat. 

  Immanuel Kant mengemukakan konsep negara hukum liberal yang 

kemudian disempurnakan Friederich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat 

empat unsur utama dari negara hukum formal, yaitu: 

a. Pengakuan dan perlindungan terhadal hak-hak asasi manusia; 

b. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan teori trias politica; 

c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undang-undang 

(wetmatigheid van betuur); 

d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-

undang masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam 

 
 16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan 
Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72. 

 17 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Cet. IX, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 93. 
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kehidupan pribadi seseorang), ada pengadilan administrasi yang akan 

menyelesaikan.18  

  R. Djokosutono berpendapat, negara hukum ialah negara yang 

berlandaskan pada kedaulatan hukum dimana setiap tindakan pemerintah dalam 

penyelengaraan negara harus berpedoman pada konstitusi.19 Negara hukum itu 

dalam arti lain negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh 

undang-undang (state the not governed by men, but by laws). Karena itu hak-

hak rakyat dijamin oleh negara sepenuhnya, sebaliknya terhadap negara tunduk 

dan taat kepada undang-undang.20 

Penulis menggunakan teori negara hukum ini sebagai alat atau sarana untuk 

menganalisis permasalahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 

mengadili gugatan tindakan faktual oleh pejabat pemerintahan dan konsekuensi 

pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintahan sebagai keputusan tata usaha 

negara. 

2. Teori Kewenangan 

  Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai 

hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 

 
 18 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind, Hill Co., Jakarta, 1989, hlm. 151. 

 19 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 86. 
 20 Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum, Setara Press: Malang, 
2016, hlm. 6. 
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peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.21 

Untuk menjalankan roda pemerintahan, kekuasaan dan wewenang dianggap 

penting serta terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.22 Kewenangan 

ini juga dibatasi oleh adanya substansi atau isi, wilayah dan waktu sehingga 

pelaksanaan dari suatu wewenang harus tunduk pula pada batasan hukum, baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis seperti asas-asas hukum.23 

 Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana 

didefinisikan oleh H.D van Wijlk/Willem Koninenbelt, sebagai berikut: 

1. Atribusi pemeberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang 

kepada organ pemerintahan. 

2. Delegasi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya.24 

  Penulis menggunakan teori kewenangan ini sebagai sarana 

menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan legalitas peradilan tata 

 
 21 Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, 
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, 

hlm. 65. 
 22 Irfan Fachruddin, Op.cit, hlm. 38. 
 23 Marbun, Hukum Administrasi Nergara I. Yogyakarta: FH UII Press, 2012, Hlm. 93. 
 24 Ridwan HR, Op.cit, hlm.102. 
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usaha negara untuk mengadili gugatan tindakan faktual sekaligus perbuatan 

pejabat pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan pertanggungjawabannya. 

3. Teori Kepastian Hukum 

  Suatu asas yang menjadi dasar pembentukan hukum berfungsi untuk 

memahami suatu peraturan hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa 

asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum.25 Asas 

Kepastian Hukum merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Gustav 

Radbruch, di dalamnya terdapat 3 nilai dasar yaitu, Keadilan, Kemanfaatan dan 

Kepastian Hukum.26 

  Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, Belaiau mengatakan 

“kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 

berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, 

namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat 

setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, 

individualistis, dan tidak menyamaratakan.27  

 
 25 Satjipto Rahardjo, Ilmu Negara, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 45. 

 26 Ibid. hlm. 20. 

 27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007, 
hlm. 160. 
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  Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya 

yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak boleh menyimpang 

(fiat Justitia et pereat mundus, meskipun dunia runtuh hukum harus 

ditegakkan). Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk 

perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang 

berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu.28 

  Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini sebagai alat atau sarana 

untuk menganalisis permasalahan yang ditimbulkan akibat pengaturan tindakan 

faktual pejabat pemerintahan sebagai keputusan tata usaha negara terhadap 

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ataupun masyarakat yang merasa 

dirugikan oleh tindakan faktual pejabat pemerintahan. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini tertuju kepada pengaturan tindakan faktual 

sebagai keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan pejabat 

pemerintahan dan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian penelitian 

 
 28 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1993, hlm. 2. 
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ini dibatasi pada lingkup implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai 

keputusan tata usaha negara terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha 

Negara dan pejabat pemerintahan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan ( library / Documentary Research ) merupakan penelitian hukum 

yang memiliki objek kajian utama berupa norma hukum positif yang bersifat 

tertulis dan konkret. Dimanifestasikan dalam bentuk Norma Hukum, Asas – 

Asas Hukum maupun Badam Hukum yang terdapat dalam masyarakat. Melalui 

jenis penelitian ini, penulis juga dapat melakukan pengkajian sistematika 

hukum.29 Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai sebuah penelitian 

hukum dogmatik yang menganalisis dan mengembangkan hukum positif 

dengan menggunakan logika. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 
 29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, 

hlm. 44. 
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 Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang 

digunakan penulis untuk mengkaji dan memahami seluruh peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau isu 

hukum yang diteliti.30 Dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau 

Statute Approach ini, penulis  menempatkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan hukum utama  dalam 

menganalisis permasalahan atau isu hukum secara lebih mendalam. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

 Pendekatan konseptual adalah pandangan serta doktrin yang terkandung 

dalam bidang ilmu hukum.31 Melalui pendekatan konseptual, penulis dapat 

mengembangkan ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, pengertian hukum 

serta berbagai asas hukum yang berkaitan erat dengan isu-isu hukum yang 

dibahas karena pemahaman penulis sebagai landasan untuk melahirkan 

argumentasi hukum dan memecahkan masalah.32 Penulis menghubungkan 

konsep negara hukum, konsep kewenangan, konsep tindakan pemerintah, dan 

konsep keputusan tata usaha negara untuk memberikan sudut pandang analisa 

penyelesaian permasalahan berdasarkan pemahaman terhadap 

 
 30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133. 
 31 Ibid, hlm. 177. 
 32 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 
hlm. 60. 
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pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang hasilnya 

membangun argumentasi hukum ketika menyelesasikan permasalahan yang 

dihadapi. 

3. Sumber Bahan Hukum 

  Bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penulisan dan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (UUD 

NRI 1945). 

b. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079). 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601). 

2. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan Hukum Sekunder artinya bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para 
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ahli, khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas.33 

3. Bahan Hukum Tersier 

  Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang berupa 

kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sebagainya untuk memberikan 

penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan 

hukum sekunder.34 

4. Teknik  Pengumpulan Bahan Hukum 

  Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan teknik kepustakaan (Library research) yaitu menggunakan 

Teknik mengumpulkan dan memanfaatkan bahan hukum normative dari 

berbagai sumber tertulis berupa perundang – undangan, jurnal hukum, hingga 

data penelitian hukum yang berkaitan dengan bahasan penulis. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan 

Pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang menitikberatkan 

pada aspek pemahaman terhadap pokok permasalahan melalui teknik analisis 

mendalam (indepth analysis) untuk dapat menganalisis masalah secara detail 

 

 33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet.I, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 

61. 

 34 Ibid. hlm. 62. 
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sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kesimpulan dari permasalahan 

yang diteliti berdasarkan data primer, sekunder dan tersier.35 Hasil kesimpulan 

dari menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan pengolahan 

data, pengetahuan, serta hasil lisan maupun tertulis dari pemikiran peneliti.36 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan dalam penelitian dan penyusunan karya tulis 

ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara 

deduktif, penggunaan metode deduktif berawal dari premis mayor (pernyataan 

bersifat umum) menuju premis minor (pernyataan bersifat khusus), kemudian 

ditarik kesimpulan atau conclusion dari kedua premis tersebut.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 35 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 
2015, hlm. 28. 
 36 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan 

keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 7. 
 37 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.47. 
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